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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

NOMOR:400. 1 3/ oosl SK/ DPPI{B/TAHUN 2a25

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KAtsUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a.

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor AZ Tahun 2O2O tentang

Penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk Unit
Kearsipan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2AOg tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zAlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

denga:r Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2ALq

Mengingat : 1.

2.

J.



4.

5.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratr:ran

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A19 Nomor L82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

I*rnbxan Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Uadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2An
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43

Tahun 2OO9 tentang Kearsipan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 53, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeir 5236);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zAfi tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Aa\;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia Nomor 63221;

6.

7.

8.



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran

Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang

Perubahan Atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri

Nomor BO Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2A18 Nomor 1571;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O2O tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan

Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A2O Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2A16 Nomor O9),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin

Nomor 09 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Al9

Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O2 Tahun

2O2O tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2A2O Nomor O2);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2A16

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tfrgas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016

Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir denSCgan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39

Tahun 2O2A tentang Peruhahan Ketiga Atas Peraturan

10.

11.

12.

13.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2A16 tentang

Kedudukan, Sustlnan Organisasi, T\-rgas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

{Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2A2A Nomor

3e);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Unit Kearsipan pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Tapin,

dengan susurran pengelola sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

bertugas:

a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit
pengolah di lingkungannya;

b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi

informasi;

c. menjaga keamanan dan keselamatan arsip di

lingkungannya;

d. melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungannya;

e. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh Kepala

Dinas Pengendaiian Penduduk dan Keluarga

Berencana kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Kearsipan Daerah;

dan

f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka

penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Segala Lriaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputr.rsan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tapin.

KETIGA



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal ? Januari 2025

KEPAI-A DINAS

IDAH, S.AP., MM
NrP. 19770607 7998A2 2 001
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 4OO.t3 I OO8/SK/DPPKB/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBEN?UKAN UNIT KEARSIPAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

PENGELOLA UNIT KEARSIPAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS,

SIDAH,
7705,07

S.AP", MM
799802 Z AAL

NO.
JARATAN DALAM
UNIT KEARSIPAN JABA?AN KEDINASAN

1

2

3

4

Pembina

Ketua

Sekretaris

Anggota

Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubag Umum dan Kepegawaian

1. Muhammad Nuruddin, A. Md

2. Juwita Sari, SKM

3. Gita Sonia Arianti, SH
4. Siti Rahmah
5. Muhammad Fachri Riza


